
GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVTNSI SUMATEM UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

SALINAN

bahwa berdasarkal Peraturan Gubernur Nomor l Tahun 2016 telah ditetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016;

bahwa berdasarkan Lampiran XV Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian

Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi

Sumatera Utara memperoleh tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp.54.223 658.O00,OO;

bahwa berdasarkar Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.O7|2O|6 tentang Pelaksanaan Dana

Alokasi Khusus Fisik Pada Perubahan Anggaran Pendapatan da]l Belaaja Negara Tahun Anggaran 2016,

Menimbang . 4".

b.

C.



d.
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Penyaluraa Tambahan DaIa Alokasi Fisik dilaksanakan setelah ditetapkannya Peraturar Kepala Daerah mengenai

perubahan penjabaran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Peratura-lr Daerah mengenai

perubahan Anggaran Pendapatan darl BeLanja Daerah;

bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 905/5O1/]SJ tentang Petunjuk Teknis

Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada Anggaran Pendapatan dafr Belanja Daerah Tahun Anggaran

2016 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah yang telah menetapkal peraturan daerah tentang APBD TA 2016,

agar melakukan perubahan perahnan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2016 mendahului penetapan

peraturan daerah tentang perubahan APBD TA 2O16 dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;

ba-hwa berdasarkan Pasal 18 ayat (5) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

4l I PMJJ..O7 I 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 1 5/ PMK. 07 I 2OL3 rf.ntalfg

Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok, menyatakan balwa penyetoran penerimaan Pajak Rokok ke

RKUD Provinsi ditaksanakan setelah Gubernur menyalurkan seluruh bagi hasil Pajak Rokok kepada

Kabupaten/ Kota;

bahwa berdasarkan perttnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e,

perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utsra Nomor 1

Tahun 2016 tentang PenjabaEn Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera.h Provinsi Sumatera Utara Tahun

Anggaran 2016i

Undang-Undaflg Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi A{ieh dan Peruba}ran

Peraturan Pembentukal Propinsi Sumatera Utara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64,

Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

e.

f.

Mengingat : L.
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2' Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangax Negara (I€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (L€mbarafl Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4gSS);

4. Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(L€mbarar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan kmbaral Negara Reprablik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 128, Tambahan Lembamn Negara

Republik lndonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentar:g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Neggara Republik Indonesia Tahun 2O15

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Undalg-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belarja Negara Tahun Anggaran 2016

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan lernbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5767) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentarg Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran dan Pendapa.tan Belarlja Negara Tahun Anggarar 2O16

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 146, Tamba-han Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5907;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewal Perwakilan Ral5rat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 90, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) aebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, ?arnbahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Talun 2005 Gntang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 20OS Nomor 137, Tambahan L€mbaran Negaf,a Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nornor 56 Taltun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (lEmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)

sebagaimana telah diubah dengar Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nonror 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

9.

10.

11.



L2.

13.

14.

15.

16.

t7.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturar Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan darl Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (lembararr Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O06 Nomor 25, Tambahan krnbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaal Tugas dan Wewenang serta

Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di ltrilayah Provinsi (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturar Pemerinta-h Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan T\rgas darr Wewenarlg serta Kedudukan Keuangan

Gubernur sebagai Wakil Pernerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2o11 Nomor

44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

Feraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Ta-trun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun Anggaran 2O16i

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Meflteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahal Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
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18. Pelaturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentsng Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

19. Perat{.rran Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Ta}run 2015 tentang Pedoman Penlrusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tarta Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat

Dewan Perwalilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (I€mbaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Ta-hun

2oo8 Nomor 7, Tambahan Lembararr Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);

21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Surnatera

Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Proviusi

Sumatera Utara Nomor 1);

22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun Anggaran 20 16 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Talun 2016 Nomor 1);

23. Peraturan Gubernr:r Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Suraatera Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

MenetapKan ; PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATUMN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 1

TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA

UTARA TAHUN ANGGARAN 2016
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Pasal I

Ketentuar ksal 1 Peratuar Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tataun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi SuEatera Utara Tahun Anggaran 2016 (Beritq Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 1) diubah sehingga

berbuhyi sebagai berikut:

Pasal 1

Penjabarar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Surnatera Utara Tah]n Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula

b. Bertambah/(berkurang)

c. Jurnlah Pendapatan setelah perubahan

2. Belanja

a. Semula

b. Bertambah/(berkurang)

c. Junrlah Belanja setelah perubahan

Rp. 1O.028.212.43O.169,00

Rp. 10.005.068.103.530,00

Rp. 9.973.988.772,169,00

Rp. 54.223.658.000,00

Rp. 9.950.844.445.53O,00

Rp. 54.223.658.000,00
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3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula

2) Bertambah I perkurang)

Jurnlah Penerimaan Pembi ayaan setelah perubahan

b. Pengeluaran

1) Semula

2l Bertambah I @erkurang)

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

Rp. L .123.9'54.000,00

Rp. 0,OO

Rp. 24.268,280.639,00

o,00

Rp. 1.123.954.000,00

Rp. 24.268.280.639,00

Rp. {23.144.326.639,00)
Rp. o,oo

Rp.
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Pasal II

Peratrrran Gubemur ini mulai berlaku pade tanggal diundargkan.

Agar setiap orang mengetahuin.a, m€f,nerintahkan pengundangan PerEturan Gubemur ini dengan penempatqflnya dalsm Berita Daerah

Provinsi Sumatera Uta-ra.

Salinan Aslinya

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 7 Oktober 2OL6

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADT

K IRO KUM,

Pembina U Muda (IVlc)
N[P.19590227 198003 1 004

Diundangkan di Medan

padatanggal 7 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

HASBAN RITONGA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 20L6 NOMOR 26


